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Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, adalah Koalisi Masyarakat Sipil yang sejak awal mendukung pembentukan UU No. 13
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006). Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan
koalisi yang mencakup penyusunan RUU alternatif Koalisi, masukan kepada DPR pada saat pembahasan dan berbagai kajian
Koalisi tentang perlindungan saksi dan korban. Setelah terbentuknya UU No. 13/2006, Koalisi juga mendukung proses
pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, Koalisi juga secara aktif melakukan pemantauan
pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, baik dalam bentuk masukan secara langsung maupun menyusun laporan tentang
implementasi UU No. 13/2006. Dalam berbagai Laporan Koalisi, perjalanan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus
mengalami kemajuan yang signifikan. Setidaknya setelah 5 tahun berjalan, UU No. 13/2006 telah terimplementasi dengan
cukup baik ditengah berbagai tantangan yang ada. Kemajuan ini dapat dilihat sejumlah indikator: (i) perlindungan saksi dan
korban telah mendorong pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus pidana, (ii) meningkatkan keberanian para saksi
dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan untuk adanya pengungkapan kebenaran, (iii) adanya dukungan
untuk upaya pemulihan korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, dan (iv) LPSK menjadi tempat
pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban. Namun demikian, Koalisi
juga mencatat bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, yang disebabkan karena
kelemahan pengaturan dalam UU No. 13/2006. Kelemahan tersebut setidaknya memerlukan perubahan yang mencakup: (i)
proses sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 13/2006 dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang
masih perlu disempurnakan; (ii) masih banyak hak-hak saksi dan/atau korban yang perlu ditambahkan, khususnya terkait
dengan hak-hak khusus dari saksi dan/atau korban; (iii) prosedur perlindungan saksi dan/atau korban yang perlu diperkuat; dan
(iv) penguatan kelembagaan LPSK. Berbagai kelemahan UU No. 13/2006 juga telah diidentifikasi oleh LPSK, yang kemudian
berupaya untuk memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dengan mengusulkan perubahan UU tersebut.
Pada 2012, LPSK mendorong perubahan UU No. 13/2006 bersama Kementerian Hukum dan HAM. Dengan penyelesaian
Naskah Akademis dan RUU Perubahan di Pemerintah, kemudian rencana revisi dilanjutkan dengan adanya Surat Persetujuan
Presiden (Surpres) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (RUUPSK). RUU ini kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun
2014.  
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Buku Kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang nomor 31
tahun 2014 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban

https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=36157&keyw
\nords=%5C%22perlindungan+saksi+
\ndan+korban%5C%22

Buku Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:
Malaikat tak bersayap, melindungi tapi tak
dilindungi

https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=36216&keyw
\nords=%5C%22perlindungan+saksi+
\ndan+korban%5C%22

Buku Proses Pembahasan Rancangan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=19175&keyw
\nords=%5C%22perlindungan+saksi+
\ndan+korban%5C%22

Buku Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=37276&keyw
\nords=%5C%22perlindungan+saksi+
\ndan+korban%5C%22

Undang-undang &
Peraturan

Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

https://dpr.go.id/arsip/indexl
\ng/id/334

Undang-undang &
Peraturan

Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

https://dpr.go.id/arsip/indexl
\ng/id/917

Undang-undang &
Peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

https://peraturan.bpk.go.id/De
\ntails/40178

Undang-undang &
Peraturan

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

https://berkas.dpr.go.id/jdih/
\ndocument/uu/1613.pdf

Surat kabar DPR Diminta Prioritaskan Revisi UU Perlindungan
Saksi

https://perpustakaan.dpr.go.id
\n/kliping/index/detail/id/10997

Surat kabar LPSK Desak Pengesahan RUU Perlindungan
Saksi

https://perpustakaan.dpr.go.id
\n/kliping/index/detail/id/11370

Surat kabar LPSK minta UU No.13 direvisi https://perpustakaan.dpr.go.id
\n/kliping/index/detail/id/2269
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